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RINGKASAN

Penggunaan Asas Publisitas Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982
Tentang Wajib Daftar Perusahaan, Sulistiani, 030710101268, 44 him.

Adanya ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib
Daftar Perusahaan memberikan kewajiban kepada setiap pengusaha vang
menjalan kan perusahaannya untuk mendaftarkan perusahaannva dalam dafar
perusahaan. Daftar perusahaan tersebut merupakan sumber informasi penting
karena memuat informasi mengenai identitas perusahan yang meliputi bentuk,
bidang usaha, atau profil dari suatu perusahaan. Dalam melakukan pendaftaran,
perusahaan tersebut nantinya akan memperoleh TDP atau tanda daftar perusahaan
yang merupakan tanda atau bukti bahwasanya perusahaan tersebut telah
didaftarkan dari kantor pendaftaran perusahaan.

Ketentuan pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 yang
mencerminkan penggunaan asas publisitas sangat penting dalam rangka mencapai
tujuan dari Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
Bentuk dari penggunaan asas publisitas ini adalah dengan mengumumkan atau
menginformasikan kepada khalayak ramai baik itu daftar perusahaan maupun
tanda daflar perusahaan.

Adapun rumusan masalah yang diangkat terkait dengan apakah
penggunaan asas publisitas sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun
1982, apakah kendala yang dihadapi dalam penggunaan asas publisitas terkait
dengan penyelenggaraan wajib daftar perusahaan dan apakah penerapan sanksi
bagi perusahaan yang tidak melakukan pendaftaran sudah dilaksanakan secara
sesuai dengan undang-undang nomor 3 tahun 198 atau belum.

lujuan  umum  dari  penulisan skripsi ini adalah syarat untuk
menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana strata satu
fakultas hukum universitas jember. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk
menganalisa dan menjawab permasalahan vang ada dalam penulisan skripsi ini.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

bertipe yuridis normatif. Tipe penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang
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difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam
hukum positif.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa penggunaan asas publisitas
dalam penyelenggaraan pendaftaran perusahaan sudah sesuai dengan Undang-
undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Selanjutnya,
kendala yang dihadapi dalam penggunaan asas publisitas tidak terlepas dari
kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendaftaran perusahaannnya.
Kendala vyang dihadapi berasal dari sektor pemerintah selaku petugas
penyelenggara pendaftaran perusahaan, pengusaha selaku pihak wajib daftar
perusahaan serta masyarakat umum sebagai pihak ketiga yang berkepentingan.

Pengaturan sanksi bagi pengusaha yang tidak melakukag wajib daftar
perusahaan sudah jelas diatur dalam ketentuan pasal 32, 33, 34 dan 35 Undang-
undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Dafiar Perusahaan. Namun pengenaan
sanksi pidana secara langsung dan tegas belum dapat dilaksanakan secara
maksimal.

Menanggapi hal tersebut di muka, hendaknya penggunaan asas publisitas
yang sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang wajib
daftar perusahaan lebih ditingkatkan lagi penggunaan atau pemanfaatannya.
Pemanfaatan penggunaan asas publisitas sangat penting dalam rangka mencapai
tujuan Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
serla meningkatkan pertumbuhan dunia usaha yang sehat dan tertib bebas dari
persaingan usaha yang tidak jujur.

Dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka
penggunaan asas publisitas dalam penyelenggaraan wajib daflar perusahaan, maka
diperlukan langkah perbaikan terhadap faktor yang menyebabkan atau yang
menjadi kendala tersebut. Perbaikan meliputi bidang atau aspek pemerintah,
pengusaha ataupun masyarakat. Pengenaan sanksi sebagaimana telah diatur dalam
ketentuan pasal 32 sampai dengan pasal 35 juga harus dilaksanakan secara tegas
bagi mereka yang melakukan pelanggaran maupun tindak pidana di bidang wajib
daftar Perusahaan.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi  vang telah ditempuh di masa lalu telah
menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun sekaligus juga
mewariskan  berbagai permasalahan yang mendesak untuk  dipecahkan.
Penitikberatan masa lalu hanva kepada rercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi
yang tinggl telah menciptakan pendapatan perkapita. penurunan jumlah
kemiskinan dan pengangguran, dan perbaikan kualitas hidup manu:iia secara rata-
rata. Krisis ekonomi tahun 1997/98 telah memberikan pc!a_iaraﬁ yang sangat
mahal namun berharga bagi bangsa Indonesia (Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, 2005 : 9-10),

Krisis ekonomi itupun menyebabkan tidak kondusifnya situasi
perekonomian negara. Kurang kondusifnya lingkungan usaha memiliki implikasi
besar terhadap penurunan daya saing ekonomi. terutama bagi sektor-sektor
industri sebagai lapangan kesempatan kerja utama dan sektor manufaktur yang
merupakan salah satu motor bagi pertumbuhan ekonomi (RPJMN 2004-20009.
2005 : 183).

Oleh karena itu untuk dapat menciptakan iklim usaha yang sehat serta
stabilnya kondisi perekonomian negara, maka diperlukan peningkatan terhadap
dunia usaha yang meliputi sektor-sektor industri, manufaktur serta sektor penting
lainnya agar tercipta kondisi perekonomian vang kondusif. Perlahan, langkah
pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian mulai mengalami
peningkatan meskipun udak terlalu tinggi. Pemerintah berusaha melaksanakan
dan memecahkan permasalahan pembangunan yang ada di bidang perekonomian,
Pemerintah berkewajiban memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap proses
dan jalannya kegiatan perekonomian serta melakukan pengawasan guna
menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dunia usaha. Pertumbuhan dunia
usaha yang ditandai dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang menjalankan
kegiatan usahanya baik itu bidang industri, perdagangan maupun bidang yang lain

di Indonesia, merupakan kemajuan di bidang perekonomian nasional Indonesia.
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Banyaknya perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya
di Indonesia guna meningkatkan pertumbuhan ckonomi nasional, memerlukan
adanya suatu keseimbangan dalam pengaturan dan pelaksanaannya. Agar suatu
perusahaan dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan hukum yang
berlaku di Indonesia dan untuk menjamin kepastian hukum atas perusahaannya,
maka perusahaan-perusahaan itu diwajibkan melakukan wajib daftar perusahaan
sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang
Wajib Daftar Perusahaan. Agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, maka
pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan agar
tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat menimbulkan
kekacauan pada kondisi perekonomian nasional.

Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982"dalah supaya
pengusaha dan perusahaannya mendapat kepastian hukum dalam berusaha,
perlindungan serta ketenangan dalam menjalankan usahanya dari pemerintah
(Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982). Dengan adanya daftar
perusahaan, maka pemerintah dapat dengan mudah mengetahui dan mengikuti
secara seksama keadaan dan perkembangan dunia usaha secara menyeluruh
termasuk  perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia. Schingga,
pemerintah dapat dengan segera menentukan kebijakan ekonomi vang harus
diambil guna menciptakan kondisi perekonomian atau usaha yang harmonis, sehat
dan tertib dalam bentuk pengarahan, pembinaan, pengawasan dan perlindungan
kepada dunia usaha (Rachmadi Usman, 2000 : 71 )

Bagi dunia usaha, penyelenggaraan wajib dafiar perusahaan merupakan
sesuatu komponen penting yang dapat menjamin kepastian hukum dalam berusaha
(karena perusahaan telah terdaflar dan sah menurut hukum yang berlaku di
Indonesia) serta mampu menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib serta dapat
mencegah dari prakick usaha yang tidak sehat seperti persaingan curang,
penipuan, dil. Hal ini menjelaskan bahwa semua perusahaan baik golongan
ekonomi kuat, menengah maupun lemah di segala sektor atau bidang diharapkan
dapat berusaha secara seimbang. Dengan kata lain, penyelenggaraan wajib daftar
perusahaan tersebut dapat mendidik para pengusaha untuk bersifat terbuka dan
Jujur sebab keterangan-keterangan yang diberikan dalam daftar perusahaan harus
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sesuai dengan keadaan perusahaan yang schenar-benarnya (penjelasan umum
Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan).

Sedangkan bagi masyarakat atau pihak ketiga yang berkepentingan, daftar
perusahaan merupakan sumber informasi yang resmi (sesual dengan perintah
Undang-Undang) mengenai perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan
usahanya di Indonesia. Dengan adanya dafiar perusahaan dapat dicegah dan
dihindarkan timbulnya perusahaan-perusahaan dan badan usaha yang tidak
bertanggungjawab serta dapat merugikan masyarakat (Rachmadi Usman, 2000 :
72).

Daftar perusahaan sebagai sumber informasi yang resmi sangal penting
bagi kebutuhan dunia usaha atau perckonomian dalam menyongsong era
globalisasi. Data atau informasi mengenat perusahaan yang akan diajak bekerja
sama harus diketahui terlebih dahulu (untuk mengetahui dapatkah suatu
perusahaan itu diajak bekerja sama atau tidak). Informasi mengenai perusahaan di
Indonesia itu dapat dilihat dengan cepat dari daftar perusahaan yang mempunyai
sifat terbuka bagi pihak ketiga vang berkepentingan. Informasi mengenai
perusahaan yang dapat diperoleh dari daftar perusahaan yaitu mengenai identitas
badan usaha yang meliputi bentuk. bidang usaha. dan lain sebagainya.
Keterbukaan informasi mengenai suatu perusahaan melalui dafiar perusahaan juga
menentukan laju perkembangan dunia usaha nasional menghadapi arus
globalisasi.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
vang bertujuan melindungi perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan
usaha di Indonesia dari prakiek-prakick usaha yang tidak sehat melalui
penyelenggaraan wajib daftar perusahaan mempunyai sifat terbuka bagi pihak-
pihak ketiga yang berkepentingan memperolch informasi mengenai perusahaan
vang sah secara hukum yang menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Hal
tersebut  merupakan salah satu bentuk pemenuhan asas publisitas. Dengan
mengumumkan informasi mengenai daftar perusahaan. maka pemenuhan terhadap
asas publisitas terpenuhi dalam hal hasil penyelenggaraan wajib daftar

perusahaan.
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Dalam melaksanakan penyelenggaraan wajib daftar perusahaan, suatu
perusahaan yang telah mendafiarkan perusahaan nantinva akan memperoleh TDP
atau tanda daftar perusahaan. Menurut ketentuan pasal 1 angka 5 Keputusan
Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan Nomor 12 Tahun 1998  tentang
penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan, Tanda dafiar Perusahaan adalah tanda
daftar yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan
vang telah disahkan pendaftarannya yang untuk selanjutnya disebut TDP. Tujuan
pemberian atau penerbitan TDP inl tentunya adalah sebagai identitas dari suatu
perusahaan atau tanda bagi swatu  perusahaan  vang  telah mendaftarkan
perusahaannya. sehingga perusahaan tersebut diakuil dan sah menurul hukum dan
ketentuan Undang-Undang vang berlaku.

Dengan adanva TDP yang dimiliki oleh suatu pcrusahaan.:akan lebih
memudahkan perusahan tersebut dalam menjalankan usahanya karena masyarakat
umum dapat mengetahui bahwa perusahaan tersebut sah atau legal. S=2lain itu
dengan adanya TDP yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka masyarakat yang
ingin mengetahui  lebih  dalam  tentang swatu  perusahaan tersebut dapat
memperolehnya dengan melihat dalam daftar perusahaan, TDP yang telah
diterima oleh suatu perusahaan diharuskan dipasang pada tempat yang mudah
dibaca dan dilihat oleh masyarakat umum. schingga jika nantinya ada pihak ketiga
yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan terhadap perusahaan tersebut
dengan melihatnya dalam daftar perusahaan. Pengumuman atau pemasangan TDP
tersebut juga merupakan salah satn bentuk penggunaan asas publisitas dalam
penyelenggaraan wajib daftar perusahaan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, karena daftar perusahaan selain
merupakan sebagai sumber informasi resmi mengenai perusahaan juga dapat
digunakan sebagai alat bukti maka datanya harus benar-benar valid dan dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya (keterangan atau data-datanva harus benar
atau asli). Sehingga. agar hal tersebut terpenuhi. maka penggunaan asas publisitas
tidak hanya menyangkut hasil dari penyelenggaraan wajib dafiar perusahaan yang
berupa daftar perusahaan. Namun, penggunaan asas publisitas harus sudah

dilakukan mulai dari awal penyelenggaraan wajib daftar perusahaan.
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Hal ini terjadi karena banyaknya fenomena yang terjadi dalam masyarakat
khususnya dunia usaha yakni adanya perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar
dalam daftar perusahaan melakukan perbuatan curang dalam menjalankan
usahanya. Perbuatan curang tersebut diantaranya adalah perusahaan tersebut
memakai identitas yang hampir sama dengan perusahaan asli yang terdaftar,
perusahaan terscbut tidak mempunyai ijin scsuai dengan bidang usaha yang
dilakukan atau bahkan adanya perusahaan fiktif yang melakukan usahanya di
Indonesia. dan lain-lain.

Menanggapi hal tersebut. penggunaan asas publisitas dalam Undang-
Undang Nomor 3 tahun 1982 penting. karena mampu menumbuhkan kepercayan
masyarakat terhadap sistem hukum maupun perusahaan itu m:n;:liri dan dapat
memberikan perlindungan kepada perusahaan vang lerdaftar dalam daftar
perusahaan, Dengan adanya keterbukaan itu, masyarakat akan lebih leluasa untuk
ikut aktif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara schingga tujuan
negara untuk dapat meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dapat terpenuhi.

Melihat pentingnya penggunaan asas publisitas dalam Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1982, maka penulis tertarik meneliti dan menganalisanya dalam
sebuah skripsi dengan judul : PENGGUNAAN ASAS PUBLISITAS DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR
PERUSAHAAN. Berkenaan dengan hal tersebut. penulis berkeinginan untuk
mengetahui penggunaan asas publisitas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan itu di Kabupaten Jember dengan
melakukan penelitian di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal

di Kabupaten Jember.

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis
menemukan beberapa permasalahan yang timbul antara lain -
|. Apakah penggunaan asas publisitas dalam penyelenggaraan wajib daftar
perusahaan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 ?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam penggunaan asas publisitas dalam

penyelenggaraan wajib daftar perusahaan ?
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3. Apakah sanksi yang dikenakan bagi perusahaan yang tidak melakukan
wajib daflar perusahaan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1982 7

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan adalah suatu hasil atau akibat yang diinginkan dari suatu
perbuatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perbuatan yang
dilakukan oleh sescorang pasti mempunyai tujuan yang sesuai dengan yang
diharapkan. Tujuan penelitian ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus.
1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah :

1. Bagi seorang mahasiswa fakultas hukum, penulisan skripsisni dilakukan
untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir yang merupakan salah satu
syarat untuk dapat menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan
mencapai gelar Sarjana Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. Untuk mengembangkan dan menerapkan pengetahuan, khususnya
mengenai ilmu hukum yang diperoleh selama di bangku perkuliahan.

3. Untuk memberikan sumbangan karya ftulis ilmiah kepada almamater,
terutama sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum perusahaan
mengenai penggunaan asas publisitas dalam Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

1.3.2. Tujuan Khusus
Tujuan khusus penelitian ini adalah :

. Untuk menganalisa mengenai penggunaan asas publisitas dalam
penyelenggaraan wajib daftar perusahaan menurut Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1982 tantang Wajib Daftar Perusahaan.

2. Untuk menganalisa adanya kendala-kendala yang dihadapi dalam
penggunaan asas publisitas dalam rangka penyelenggaraan wajib daftar
perusahaan sehingga dapat ditemukan pemecahannya.

3.  Untuk menganalisa pelaksanaan sanksi bagi perusahaan yang tidak
melakukan wajib daftar perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 3
tahun 1982,
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1.4. Metode Penelitian

Mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus mengpunakan metode,
karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode. Metode berarti
penyelidikan yang berlangsung menurut rencana tertentu. Metode ilmiah
mempunyaj peranan yang sangal penting dalam penulisan suatu karva ilmiah.
Metode ilmiah yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran yang urut
dalam usaha pencapaian pengkajian,

1.4.1. Tipe Penclitian

Tipe penclitian yang digunakan adalah vuridis normatif, vakni penelitian
yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma
dalam hukum positif.

1.4.2. Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan vang
dapat digunakan untuk memperoleh informasi atau jawaban mengenai isu hukum
yang sedang dicoba dipecahkan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam
penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis,
pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Oleh karena tipe penelitian
yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yvang
digunakan adalah pendekatan perundang-undangan.

Pendckatan vang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah
pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yaitu pendekatan vang
dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut
paut dengan Penggunaan Asas Publisitas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Peter Mahmud Marzuki. 2005 : 93),

Dalam penelitian hukum normatif dimungkinkan juga menggunakan
bantuan pendekatan-pendekatan yang bersifat empiris. Sebagai ilmu normatif ia
tidak perlu menjadi bagian dari ilmu empiris tersebut. tetapi mengeunakan bahan
yang diolah dari ilmu empiris tersebut sebagai masukan (input) terhadap analisis
bahan hukum yang diteliti (Johnny Ibrahim, 2005 : 248).

1.4.3. Bahan Hukum
Sumber bahan hukum yang dipergunakan dapat dibedakan menjadi

sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.
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a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif
artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-
undangan, catatan-catalan rtesmi atau risalah dalam pembuatan peraturan
perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2005 -
141). Bahan hukum primer yang berkaitan dan digunakan dalam permasalahan ini
adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan,
Keputusan  Mentenn Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 12
/MPP/Kep/l/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan serta
peraturan perundang-undangan lain vang berkaitan dengan permasaahan yang
sedang dibahas. t
b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi
buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jumal-jurnal hukum. dan komemntar-
komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki. 2005 : 141).
¢. Bahan Non Hukum

Didalam penenlitian hukum untuk keperluan akademis bahan-bahan non
hukum dapat membantu. Salah satu bahan non hukum adalah wawancara. Hasil
wawancara dengan pejabat yang paling punya kewenangan pun bukan merupakan
bahan hukum primer karena hasil wawancara itu tidak bersifat autoritatif Akan
tetapi hasil wawancara tersebut dapat dimasukkan sebagai bahan non hukum
(Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 165).

Oleh karena itu penulis menggunakan wawancara scbagai bahan non
hukum untuk memperoleh keterangan-keterangan dalam  memecahkan
permasalahan hukum vang ada.

1.4.4. Analisis Bahan Hukum

Sebelumn melakukan analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh,
penulis harus melakukan langkah-langkah (1) Mengidentifikasi fakta hukum dan
mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang
hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya
dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum; (3) Melakukan
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telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah
dikumpulkan: (4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab
isu hukum: (5) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah
dibangun di dalam kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki. 2005 - 171},

Langkah selanjutnya adalah dengan menggunakan bahan-bahan hukum
terscbut penulis akan dapat menarik kesimpulan dengan metode deduktif vailu
proses penarikan kesimpulan vang dilakukan dari pembahasan yang mempunyai

sifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.
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BAB 2
TINJAUAN PL

2.1. ASAS PUBLISITAS
2.1.1. Pengertian Asas

Menurut Kamus Hukum Edisi Lengkap bahasa Belanda Inggris (1977 ©
683). Asas berasal dari bahasa Inggris “principle” yang berarti leori atau ajaran
pokok. Asas juga berarti dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau
berpendapat (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua 1996 : 60).

2.1.2. Pengertian Publisitas

Terdapat beberapa pengertian mengenal publisitas diani-aran}ra adalah
menurut Kamus Komunikasi . Publisitas berasal dari kata Publicity yang berarti
kegiatan menyebarluaskan informasi kepada khalayak melalui media massa
mengenai seseorang atau suatu lembaga, yang dilakukan secara sistematis dengan
bobot kepentingan kepada pihak-pihak yang menyebarluaskan informasi.
Sedangkan Kampanye Publisitas atau Publicity Campaign adalah kegiatan
publisitas yang dilakukan oleh sebuah lembaga atau perusahaan secara serempak
atau serentak kepada seluruh masyarakat (Kamus Komunikasi, 1989 : 293).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua (1996 : 793)
Publisitas adalah penyiaran tentang sesuatu atau seseorang kepada masyarakat
luas (melalui pelbagai media).

2.1.3. Pengertian Asas Publisitas

Asas Publisitas menurut J. Satrio (1997 : 43), Pendaftaran hak-hak atas
tanah dan peralihan serta pembebanannya dilakukan dengan mencatatnya dalam
buku tanah vang disediakan di kantor pertanahan, yang pada asasnya terbuka
untuk umum .

Dalam pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 disebutkan
tentang sifa daftar perusahaan. Dikatakan bahwa daftar perusahaan bersifat
terbuka untuk semua pihak, bahwa daftar perusahaan itu dapat dipergunakan oleh
pihak ketiga sebagai sumber informasi. Setiap pihak yang berkepentingan, berhak
memperoleh keterangan yang diperlukan dengan cara mendapatkan petikan atau
salinan resmi dari keterangan yang tercantum dalam daftar perusahaan, setelah

10
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membayar biaya administrasi yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan
Perdagangan (Sekarang Menteri Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman
Modal). Dari pasal inilah tersirat harus adanya publisitas dalam penyelenggaraan
wajib daflar perusahaan.

Berdasarkan pengertian asas dan publisitas di atas serta sifat dari wajib
daftar perusahaan menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, maka
asas Publisitas dalam perusahaan adalah suatu asas atau teori yang menjelaskan
bahwasanya pendaftaran perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya secara
sah menurut hukum dan Undang-Undang yang telah didaftarkan di Kantor
Pendaftaran Perusahaan harus diumumkan atau diinformasikan kepada publik atau
masyarakat umum untuk diketahui, yang pada asasnya terbuka untuk imum.

2.2. PERUSAHAAN
2.2.1. Pengertian Perusahaan

Perusahaan adalah suatu pengertian ekonomi yang banyak dipakai dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), namun KUHD sendin tidaklah
memberikan penafsiran maupun penjelasan resmi tentang apakah perusahan itu.
Pihak pembentuk Undang-Undang agaknya berkehendak menyerahkan
perumusan perusahaan kepada pandangan para ilmuwan. Sehubungan dengan itu
ada beberapa perumusan tentang perusahaan.

Menurut Menteri Kehakiman Belanda (dalam Kansil, 1975 : 67) barulah
dapat dikatakan adanya perusahaan, apabila pihak yang berkepentingan bertindak
secara tidak terputus-putus dan terang-terangan serta di dalam kedudukan tertentu
untuk memperoleh laba rugi bagi dirinya sendiri. Sedangkan Menurut Bedrijf
(dalam Kansil, 1994 : 20) Perusahaan adalah suatu pengertian ekonomis yang
banyak dipakai dalam kegiatan usaha dan kehidupan sehari-har.

Menurut Molengraaf (dalam Kansil, 1994 : 67) Suatu Perusahaan harus
mempunyal UNSur-unsur :

Terus-menerus atau tidak terputus-putus

secara terang-teranngan (karena berhubungan dengan pihak ketiga)

Dalam kualitas tertentu (karena dalam lapangan perniagaan)

Menyerahkan barang-barang

Mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan

Harus bermaksud memperoleh laba

OV Lh B W
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Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan, Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis
usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta
berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan
memperoleh keuntungan dan atau laba.

Menurut Polak (dalam Soekardono, 1993 : 23)

Perusahaan adalah ada atau tidak adanya keperluan untuk mengadakan
perhitungan-perhitungan tentang laba-rugi yang dapat diperkirakan dan
menganai segala sesuatu itu diadakan pembukuan: singkatnya apakah suatu
usaha itu dijalankan menurut cara-cara yang lazim di dalam perniagaan atau
tidak. Yang dimaksudkan oleh penulis Polak tentunya perniagaan yang
bonafide (teratur), bukan secara gelap, karena lalu juga kehilangan sifat
perusahaan dalam pengertian ilmu hukum dagang (tidak ada unsur terang-

terangan).

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8§ Tahun 1997 tentang
Dokumen Perusahaan, Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan
kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau
laba, baik yang diselengé;arakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang
berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan
berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

2.2.2. Wajib Daftar Perusahaan

Berdasarkan ketentuan pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomeor 3 Tahun
1982, daftar perusahaan adalah dafiar catatan resmi vang diadakan menurut atau
berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dan atau peraturan-peraturan
pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap
perusahaan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran
perusahaan. Jadi, dafiar perusahaan adalah daflar catatan resmi yang terdiri atas
beberapa formulir yang memuat catatan lengkap mengenai hal-hal vang wajib
didaftarkan oleh setiap perusahaan pada kantor pendaftaran perusahaan (dalam
hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal).

Berdasarkan hal tersebut, wajib Daftar Perusahaan menurut ketentuan
umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 adalah kewajiban dari suatu
perusahaan untuk mendaftarkan perusahaannya mengenai catatan resmi yang
diadakan menurut atan berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau
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peraturan-peraturan  pelaksanaannya. dan atau memuat hal-hal yang wajib
didaftarkan oleh setiap perusahan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang
dari kantor pendaftaran perusahaan.

Dengan adanya kewajiban pendaftaran perusahaan, maka jelaslah bahwa
buku daftar perusahaan berfungsi sebagai sumber informasi resmi mengenai
identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan. Selain itu
buku daftar perusahaan juga berfungsi sebagai alat pembuktian sempurna terhadap
pihak ketiga sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Oleh karena itu pengusaha
yang mendaftarkan perusahaannya dituntut mempunyai sifat jujur dan terbuka,
sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Sifat terbuka ini dapat
diketahui dari ketentuan pasal 31 Keputusan Menteri Per:industrian dan
Perdagangan Nomor 12 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Dafiar
Perusahaan yang menyatakan bahwa Kantor Pendaflaran Perusahaan menyajikan
daftar perusahaan sebagai sumber informasi resmi bagi semua pihak yang
berkepentingan. Informasi tersebut bersifat terbuka dan kepada setiap pihak
diberikan kesempatan untuk melihat dan meminta informasi dalam bentuk salinan,
petikan resmi. dan hasil olahan data perusahaan dengan dikenakan biaya sesuai
dengan ketentuan vang berlaku.

2.2.3 Bentuk-bentuk perusahaan yang wajib didaftarkan

Berdasarkan rumusan pasal 8 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982
maupun pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12
Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan, setiap perusahaan
termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di
wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memiliki izin wajib didaftarkan
dalam Daftar Perusahaan, Perusahaan tersebut meliputi bentuk usaha :

1. Perseroan Terbatas (PT)

Menurut  pasal | angka (1) Undang-Undang Nomor | Tahun 1995,
Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang
didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar
yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan
dalam UU ini, serta peraturan pelaksanaannya.
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Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk perusahaan yang wajib
melakukan wajib daftar perusahaan. Seperti halnya ketentuan sebelumnya dalam
KUHD. UU Perseroan Terbatas juga mewajibkan dilaksanakannya pendaftaran
dan pengumuman perseroan. Bedanya jika dalam KUHD pendaftaran dilakukan di
Kepaniteraan Negeri setempat dimana perseroan berkedudukan. Sedangkan dalam
UUPT. kewajiban untuk melakukan pendaftaran dilakukan sesual atau menurul
ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 ftentang Wajibh  Daflar
Perusahaan. Hal ini secara langsung mengurangi atau bahkan menghapuskan
kewajiban pendaftaran schelumnya pada Pengadilan Negeri dimana perseroan
berdomisili.

Menurut ketentuan pasal 21 UUPT, kewajiban untuk melakukan
pendafiaran tersebut dibebankan kepada direksi perseroan. Adapun yang wajib
didaftarkan adalah :

1. Akta pendirian beserta surat pengesahan dari Menteri Kehakiman

2. Akta perubahan Anggaran Dasar Deserta sural persetujuan  Menter
Kehakiman atas perubahan-perubahan yang disyaratkan perselujuannnya

3. Akta perubahan Anggaran Dasar beserta laporan ysng disampaikan kepada

Menkeh atas perubahan-perubaha yang disyaratkan pelaporannya kepada

Menteri.

Selanjutnya menurut pasal 22 UUPT, perseroan yang telah terdaftar
tersebut wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI dalam jangka
waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung scjak tanggal
pendaftaran. Menurut ketentuan pasal 11 UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib
Daftar Perusahaan bagi suatu PT hal-hal yang wajib didaftarkan adalah :

a. |. nama perseroan:
2. merek perusahaan:
b. 1. tanggal pendirian perseroan:
2. jangka waktu berdidrinya perseroan;
c. 1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perseroan;
2. izin-izin usaha yang dimiliki;
d. 1. alamat perusahaan pada waktu perseroan didirikan dan setiap perubahannya;

2. alamat setiap kantor cabang. kantor pembantu dan agen serta perwakilan
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perseroarn;
¢. berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris ;
1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya:
2, setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 1;
3. nomor dan tanggal tanda bukti din:
4. alamal tempat tinggal yvang tetap;
5. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal
tetap di Wilayah Negara Republik Indonesia;
. lempal dan tanggal lahir:
. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah negara RI:
. kewarganegaraan pada saat pendaftaran: 3

. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 8:

= O oo =3 h

10. tanda tangan;

11. tanggal mulai menduduki jabatan;
I lain-lain kegiatan usaha dan setiap pengurus dan komisaris:
o. 1. modal dasar;

2. banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham;

3. besarnya modal yang ditempatkan;

4. besarnya modal yang disetor:

h. 1. tanggal dimulai kegiatan usaha;

b

. tanggal dan nomor pengesahan badan hukum;

3. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran;

2. Koperasi

Kata “koperasi” berasal dari bahasa Inggris cooperation atau bahasa

Belanda cooperatie yang berarti kerjasama yang terjadi antara beberapa orang
untuk mencapai tujuan yang sulit dicapai secara perseorangan. Tujuan vang sama
itu adalah kepentingan ekonomi berupa peningkatan kescjahteraan bersama
tAbdulkadir Muhammad, 2002 : 84-85). Sedangkan menurut ketentuan pasal |
angka (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Koperasi adalah badan usaha
yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai perakan

rakyat yeng berdasar atas asas kekeluargaan.
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Istilah koperasi berasal dari kata-kata Latin cum yang berarti “dengan™
dan operasi yang berarti “bekerja”. Dari dua kata tersebut diperoleh kata-kata ko-
operasi denpan arti yang umum lkira-kira “bekerja dengun orang-orung lain atau
kerja bersama-sama orang lain, untuk suatu tujuan atau hasil tertentu”. Kemudian
kata baru tersebut diangkat dalam bahasa ekonomi menjadi istilah yang biasa
ditulis koperasi dengan arti organisasi ckonomi dengan keanggotaan sukarela
yang bertujuan peningkatan kesejahteraan anggotanya dengan mengambil
manfaat-manfaat yang diusahakan dengan kerja sama kekeluargaan termasuk
perolehan untung yang dalam perdagangan biasa akan jatuh ke tangan pedagang
perantara (Tom Gunadi, dalam Rachmadi Usman, 2000 : 64).

Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun
1982, maka hal-hal yang wajib didaftarkan adalah :

a. 1. nama koperasi ;
2. namaperusahaan apabila berlainan dengan huruf a angka 1:
3. merek perusahaan;
b. tanggal pendirian;
c. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha;
d. alamat perusahaan berdasarkan akta pendirian;
¢. berkenaan dengan setiap pengurus dan anggota badan pemenksa;
1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 1;
3. nomor dan tanda bukti diri;
4. alamat tempat tinggal yang tetap;
5. tanda tangan;
6. tanggal mulai menduduki jabatan;
f. lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan anggota badan pemeriksa;
g. 1. tanggal dimulainya kegiatan usaha;
2 mngga] pengajuan permintaan pendafiaran;
Sedangkan menurut ketentuan pasal 12 ayat (2) pada waktu pendaftaran juga
wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian koperasi yang disahkan serta
salinan surat pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk itu.
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3. Persekuotuan Komanditer (CV)

Persekutuan Komanditer atau CV adalah firma yang mempunyai satu atau
beberapa orang sekutu komanditer. Sekutu komanditer (silemt pariner) adalah
sekutu yang hanya menyerahkan uang. barang atau tenaga sebagai pemasukan
kepada persckutuan.. dan tidak turut campur dalam pengurusan atau penguasaan
persekutuan. Dia hanya memperoleh keuntungan dari pemasukannya itu.
Tanggung jawabnya terbatas pada | umlah pemasukannya itu (Abdulkadir
Muhammad, 2002 : 57)

Perseroan Komanditer ialah perseroan yang didirikan oleh beberapa orang
pesero yang bertanggung jawab renteng dan penuh untuk seluruhnya (hoofdelijk
aansparakelijk), disebut pesero-pengurus dan sebagian lagi merupakan pemberi
uang yang tanggung jawabnya hanya terbatas pada modal vang disetorkan, disebut
pesero komandit atau pesero pendiam ( stille venoten, slceping_parmﬂrsj(]{ﬂchmat
Soemitro. 1993 : 4). Menurut ketentuan pasal 18 KUHD, CV atau perseroan
Komanditer adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang
dibenuk untara satu orang atau beberapa orang pesero yang sccara tanggung
menanggung bertanggung jawab untuk scluruhnya (tanggung jawab solider) pada
satu pihak dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (geldschieler) pada
pihak yang lain.

Sedangkan menurut ketentuan pasal 13 ayat (1) Undang-U ndang Nomor 3
tahun 1982 hal-hal yang wajib didafiarkan oleh Persckutuan Komanditer adalah :
a. tanggal pendirian dan jangka waktu berdirinya persekutuan:

b. 1. nama persekutuan dan alau nama perusahaan:

3

. merek perusahaan;

3
—

. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha persekutuan;

b

. izin-izin usaha yang dimiliki:

d. 1. alamat kedudukan persekutuan dan atau alamat perusahaan:

[ ]

. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta perwakilan
persekutuan;
¢. jumlah sekutu vang diperinci dalam jumlah sekutu aktif dan jumlah sekutu
pasip;

f. berkenaan dengan setiap sekutu aktif dan pasip:
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|. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya.
2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf f angka 1:

. nomor dan tanggal tanda bukti diri:

b

. alamat tempat tinggal yang tetap:

n B

_alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal
tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
6. tempat dan tanggal lahir;
7. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik
Indonesia;

8. kewarganegaraan pada saat pendafiaran;

9. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruff angka 8:
u. lain-lain kegiatan usaha dari setiap sekutu aktif dan pasip:
h. besar dan atau nilai barang yang disetorkan oleh setiap sekutu aktif dan pasip;
i 1. tanggal dimulainya kegiatan persekutuan;

2. tanggal mulai masuknya sekutu aktif dan pasip yang baru bila terjadi setelah

didirikan persekutuan:

3, tanggal pengajuan permintaan pendaftaran;
i. tanda tangan dari setiap sekutu aktif yang berwenang menandatangani untuk

keperluan persekutuan;
Sedangkan untuk Persekutuan Komanditer atas saham hal-hal yang wajib
didaftarkan menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 adalah :
a. besarnya modal komanditer;
b. banyaknya saham dan besarnya masing-masing saham;
¢. besamya modal yang ditempatkan
d. besarnya modal yang disetorkan;
Selanjutnya pada ayat (3) dinyatakan pada waktu mendaftarkan wajiib diserahkan
salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk
itu.

4, Firma (Fa)
Firma adalah badan vang didirikan oleh lebih dari satu orang dalam suatu

perusahaan dengan memasukkan sesuatu (barang atau uang) dengan maksud

untuk melakukan perusahaan dibawah satu nama dan membagi keuntungan yang
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didapatnya (Rochmat Soemitro, 1993 : 3). Menurut perumusan pasal 16 dan 18
KUHD yang dimaksudkan dengan persero firma adalah tiap-tiap perseroan
(maatschap) yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu
nama bersama, dimana anggola-anggotanya langsung dan sendiri-sendiri
bertanggung jawab sepenuhnya terhadap orang-orang pihak ketiga (C.S.1. Kansil,
8 4
Menurut ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982

hal-hal yang wajib didaftarkan oleh firma adalah :
a. 1. tanggal pendirian persekutuan:

2. jangka waktu berdirinya persekutuan apabila ada;
b. 1. nama persekutuan atau nama perusahaan:

2. merek perusahaan apabila ada;
¢. 1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha persekutuan:

2. izin-1zin usaha yang dimiliki:
d. 1. alamat kedudukan persekutuan:

2., alamat sctiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan

persekutuan

e. berkenaan dengan setiap sekutu;

1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya:

b2

. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf ¢ angka |;

. nomor dan tanggal tanda bukti diri;

¥ S PN

. alamat tempat tinggal yang letap;

. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak tinggal tetap di
wilayah Negara Repubik Indonesia;

6. tempal dan tanggal lahir;

7. negara tempatl lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara RI;

=

. kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
9. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf a angka 8;

f. lain-lain kegiatan usaha dari setiap sekutu;

m=

. jumlah modal (tetap) persekutuan;
h. 1. tanggal dimulainya kegiatan persekutuan;

2. tanggal masukya setiap sckutu yang baru vang terjadi setelah didirikan perse
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kutuan;
3. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran;
i. tanda tangan dari setiap sekutu (yang berwenang menanda tangani untuk keper
luan persekutuan).
Selanjutnya menurut pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun
1982 apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Firma memiliki akta pendirian,
pada waktu pendaftaran wajib diserahkan salinan-salinan resmi akta pendirian
yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk it
5. Perusahaan Peorangan
Perusahaan perorangan adalah perusahaan swasia yang didirikan dan
dimiliki oleh pengusaha perorangan. Untuk perusahaan perorangan. menurut
ketentuan pasal 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 hal-hal yang wajib
didafiarkan adalah :
a. 1. nama lengkap pemilik atau pengusaha dan setiap alias-aliasnya;
2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf a angka 1:
b. 1. alamat tempat tinggal yang tetap;
2. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap, apabila tidak bertempat tinggal
tetap di wilavah Negara Republik Indonesia;

c. 1. tempat dan tanggal lahir pemilik atau pengusaha;

2

_negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indo
nesia;

d. 1. kewarganegaraan pemilik atau pengusaha pada saat pendaftaran:

b

_setiap kewarganegaraan pemilik atau pengusaha dahulu apabila berlainan de
ngan huruf d angka 1:

¢. nama perusahaan dan merek perusahaan apabila ada;

f. 1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha
2. izin-izin usaha yang dimiliki;

¢. 1. alamat kedudukan perusahaan;
7. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta perwakilan pe

rusahaan apabila ada :
h. jumlah modal tetap perusahaan apabila ada;
i. 1. tanggal dimulai kegiatan perusahaan;
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2. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.
Apabila perusahaan berbentuk usaha perorangan memiliki akta pendirian, pada
waktu mendaftarkan wajib menyerahkan salinan-salinan resmi akia pendirian
yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.
6. Perusahaan lain-lain
Menurut ketentuan pasal 16 ayat (1) apabila perusahaan berbentuk usaha

lainnya diluar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, 12, 13, 14, dan 15 Undang-
Undang ini, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah :
a. nama dan merek perusahaan;
b. tanggal pendirian perusahaan;
c. 1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perusahaan; .

2. izin-izin usaha yang dimiliki:
d. 1. alamat perusahaan berdasarkan akia pendirian;

2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta perwakilan pe

rusahaan

e. berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris atau pengawas;

1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya,

2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan hruf e angka 1;

3. nomor dan tanggal tanda bukti diri;

4. alamat tempat tinggal yang tetap;

5. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap, apabila tidak bertempat tinggal

di wilayah Negara Republik Indonesia;

. tempat dan tanggal lahir;
. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Republik [ndonesia;
. kewarganegaraan pada saat pendattaran;
. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 8;

o WD 0 =

1
11. tanggal mulai menduduki jabatan;

. tanda tangan;

f. lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris atau pengawas;
g. 1. modal dasar;

2. besarnya modal yang ditempatkan;

3. besarnya modal yang disetorkan;
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h. 1. tanggal dimulainya kegiatan perusahaan;

2. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran;

Selanjutnya berdasarkan pasal 16 ayat (2) pada waktu mendatarkan wajib

diserahkan salinan resmi akta pendirian dan lain-lain surat pernyataan serta

pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Tidak semua perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. Di
dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 telah disebutkan perusahaan
yang dikecualikan dari wajib daftar pada kantor pendaftaran perusahaan.
Perusahaan yang dikecualikan tersebut adalah :

a. Setiap perusahaan negara yang berbentuk perusahaan jawatan seperti diatur
dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 juncto Indische Bedrijvenwet
Staatsblad 1927 Nomor 119 sebagaimana telah diubah dan ditambah.
Perusahaan berbentuk ini dibbebaskan dari kewaiiban pendaftaran, berhubung
sccara ckonomis tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba.

b. Setiap perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya
sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang
terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan
hukum atau suatu persekutuan., Perusahaan seperti ini dibebaskan dari
kewajiban pendaftaran, berhubung perusahaan kecil perorangan umumnya
bertujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba secara ekonomis benar-benar
hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah schari hari. Walaupun
mempekerjakan anggota keluarganya sendiri yang terdekat, keluarga itu
terbatas dalam hubungan sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau

kesamping, termasuk menantu. ipar.
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BAB 4
PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

|. Asas publisitas merupakan asas yang menghendaki adanya kegiatan

menyebarluaskan informasi kepada khalayak melalui media massa dengan
bobot kepentingan pada pihak-pihak yang menyebarluaskan informasi.
Tujuan kegiatan publisitas secara umum tentunya untuk mencapai tujuan
Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan itu
sendiri maupun untuk meningkatkan pertumbuhan dunia usaha yang schat
dan tertib.
Penggunaan asas publisitas dalam penyelenggaraan pendaftaran
perusahaan sudah sesuai denganUndang-undang Nomor 3 tahun 1982
tentang Wajib Daftar Perusashaan. Hal ini dapat dilihat dari pengaturan
atau ketentuan yang ada dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun
1982 tentang Wajib dafiar Perusahaan tentang Sifat daftar perusahaan.
Ketentuan pasal 2 tersebut menyatakan bahwa daftar perusahaan bersifal
terbuka untuk semua pihak. Sifat terbuka yang dimiliki oleh Undang-
Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ini
merupakan cerminan atau implementasi terhadap penggunaan asas
publisitas.

2. Dalam kegiatan atau proses publisitas terhadap penylenggaraan wajib
daftar perusahaan terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Kendala yang
dihadapi dalam penggunaan asas publisitas tidak terlepas dari kendala
yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendaftaran perusahaannnya.
Kendala yang dihadapi berasal dari sektor pemerintah selaku petugas
penyelenggara pendaflaran perusahaan, pengusaha selaku pihak wajib
daftar perusahaan serta masyarakat umum sebagai pihak ketiga yang
berkepentingan.

3. Pengaturan sanksi bagi pengusaha yang tidak melakukan wajib daftar
perusahaan sudah jelas diatur dalam ketentuan pasal 32, 33, 34 dan 35
Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

41
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Namun pengenaan sanksi pidana secara langsung dan tegas belum dapat
dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dilaksanakan karena dalam
prakteknya pengenaan sanksi lebih bersifat administrauf yaitu hanya
dengan memberikan peringatan, Selain itu substansi atau jiwa dari
Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajpib Daftar Perusahaan
vang lebih bersifat edukatif atau mendidik itulah yang menyebabkan

pengenaan sanksi secara legas belum dapat dilaksanakan.

4.2. SARAN

-2

Penggunaan asas publisitas yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 3
tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan yang tercermin dalam
ketentauan pasal 2. hendaknya lebih ditingkatkan lagi penggunaan atau
pemanfaatannya. Pemanfaatan penggunaan asas publisitas sangatl penting
dalam rangka mencapai tujuan Undang-undang Nomor 3 tahun 1982
tentang Wajib Daftar Perusahaan serta meningkatkan pertumbuhan dunia
usaha yang sehat dan tertib bebas dari persaingan usaha yang tidak jujur.
Dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka
penggunaan asas publisitas dalam penyelenggaraan wajib daftar
perusahaan, maka diperlukan langkah perbaikan terhadap faktor yang
menycbabkan atau yang menjadi kendala tersevut. Perbaikan melipuli
bidang atau aspek pemerintah, pengusaha ataupun masyarakat.

Dalam rangka mencapai tujuan Undang-undang Nomor 3 tahun 1982
fentang Wajib daftar Perusahaan dan untuk menciptakan pertumbuhan
dunia usaha yang sechat, maka perlu dilaksanakan ketentuan tentang
kewajiban mendaftarkan perusahaan. Pengenaan sanksi scbagaiman telah
diatur dalam ketentuan pasal 32 sampai dengan pasal 35 harus
dilaksanakan secara tegas bagi mercka yang melakukan pelanggaran

maupun tindak pidana di bidang Wajib daftar Perusahaan.
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK IN DONESIA

NOMOR 3 TAHUN 1382
TENTANG

WAJIE DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- z bahwa kemajuan  dan peningkatan

pembangunan nasional pada umumnoya
dan perkembangan kegiatan ekonomi pada
khususnya vang menyebabkan pula
berkembangnya dunia  usaha  ©an
perusahaan, memerlukan adanya Daftar
Perusahaan yang Mmerupasan sumber
informasi resmi untuk semua pihak yang
berkepentingan mengens identitas dan hal
hal yang menyangkul dunia usaha €an
perusahaan yang didinkan, bekera serta
berkedudukan di wilayah Negard Repubilik
Indonesiz

babws adanya Daftar  Perusahaan i
periling untuk Pemerintah guna melakaxan
pambinaan, pengarahan pengawasan dan
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Mengingat

—k

menciptakan iklim dunia usaha yang sehat
karena Daftar Perusahaan mencatat
bahan-bshan keterangan yang dibuat
secara benar dari seliap kegiatan usaha
yang lebih menjamin perkembangan dan
kepastian beruseha bani dunia ussha;

bahwa sehubungan dengan  hal-hal
tersebut diatas perlu adanya Undang-
undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.

. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia  Momor
WMPR/M1978 tentang Garis-garis Besar
Hzaluan Negara;

Kitab Undang-undang Hukum Dagang
(Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)
sehagaimana telah beberapa Kali diubah
dan ditambah, terakhir dengan Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran
Negara Tahun 1971 Maomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2959),

Hinder Ordonnantie (Staatsbiad Tahun
1826 MNomor 228} sebagaimana telah
beberapa kali diubzh dan ditambah, terakhir
dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450,

9

5 Indische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun

1927 HNomor 419) sebagaimana telah
diubah dan ditambah  terakhic dengan
Undang-undang Nomeor 12 Tahun 1835
(Lembaran Negara Tahun 1855 Nomar 43}

Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934
(Staatsblad Tahun 1938 Nomar 88),

Undang-undang MNomor 7 Tahun 1835
tentang Pengusutan, Penindakan dan
Peradilan Tindak  Pidana Ekanomi
(Lembaran Negara Tahun 1855 Nomor Fi
Tambahan Lembaran Negara Nomar 801)
sebagaimana beberapa kali diubah tarakhir
dengan Undang-undang Nomer 17 Tahun
1964 (Lembaran Negara Tahun 1364
Momor 101, Tambahan Lembaran Negara
Nomaor 2892);

Undang-undang Nomor 19 Frp. Tahun
1950 tentang Perusshaan  Negara
(Lembaran Negara Tahun 1560 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989),

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1862
tentang Perusahaan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1962 Nemor 10, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2387,
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10.

11

T2

13

Undang-undang MNomor 1 Tahun 18967
tentang Penanaman Modal Asing
{Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Momor 11 Tahun 1970 (Lembaran
Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2943),

Undang-undang MNaomor 12 Tahun 1967
tentang Pokok-pokok Perkoperasian
(Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832},

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968
tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
(Lembaran Negara Tahun 1568 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Nemor 2853)
sebagamana telah diubah dengan Undang-
undang Nomar 12 Tahun 1970 (Lembaran
Megara Tahun 1970 Nomar 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomaor 2944);

Undang-undang Nomor S Tahun 1968
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomar 1 Tahun
1969 (Lembaran Negara Tahun 1569
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Nomar 2850) tentang Bentuk-bentuk Usaha
Negara menjadi Undang-undang

.

{Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Nomar 2804);

14, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1574
tentang Pokok-pokok Pemerintahan i
Daerah (Lembaran Megara Tahun 1374
Momor 38, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3037}

Dengan persefujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT .
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG WAITIB DAFTAR
PERUSAHAAN

EAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

a Daftar Perisahaan adalah daftar catatan resmi yang
diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-
undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya,
dan memua! hal-hal yang wajib didaftarkan cleh setiap
perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang
dan kantor pendaftaran perusahaan,
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b. _Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan
setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus
dan yang didirikan, bekera serta berkedudukan dalam
wilayah Negara Republik Indonesia, untuk fUjtco
memperoleh keuntungan dan atau laba;

¢. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau
persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu
jenis perusahaan,

d. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan
apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh
setiap pengusaha uniuk tujuan memperoleh keuntungan
dan atau laba;

e Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam
bidang perdagangan

BAB Il
TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 2

Daftar Perusahaan berlujuan mencatat  bahan-bahan
keterangan yang dibuat secara benar dan suaiu perusahaan
dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak
yang berkepentingan mengenal identilas, data, sera
keterangan lainnya lentang perusahaan yang tercantum dalam
Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin  kepastian
berusaha

Pasal 3
Daftar Perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak.
Pasal 4

(1) Setiap pihak yang berkepentingan, setelah memenuhi biaya
administrast yang ditetapkan oleh Menteri, berhak
mempercleh kelerangan yang diperlukan dengan cara
mendapatkan salinan atau petikan resmi dari keterangan
yang tercantum dalam Daftar Perusahaan yang disahkan
oleh pejabal yang berwenang uniuk fiu dan  kantor
pendaflaran perusahaan,

(2) Setiap salinan atau petikan yang diberikan berdasarkan
ketentuan ayal (1) pasal ini merupakan alat pembuktian
sempuma,

EAB lil
KEWAJIBAN PENDAFTARAN

Pasal 5

(1) Setiap perusahaan wajip didafiarkan dalam Daftar
Perusahazan.

(2) Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus
perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan
kepada crang lain dengan memberikan surat kuasa yang
sah.

=
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(3) Apabila perusahaan dimiliki cleh beberapa orang, para
pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila
salah seorang dan pada mereka telah memenuhi
kewajibannya, yang lain dibebaskan dari pada kewajiban
tersebut.

(4) Apabila pemilik dan atau pengurus dari suatu perusahaan
yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia,
pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang pimpinan
perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan.

Pasal 6

(1) Dikecualikan dari wajib daftar ialah:

a. Setiap Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan
Jawatan (PERJAN) seperti distur dalam Undang-undang
Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran MNegara Tahun 1569
Nomor 40) jo. Indische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun
1827 Nomor 419) sebagsimana telah diubah . dan
ditambah;

b. Setiap Perusahaan Kecl Perorangan yang dijalankan
oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan
memperkerakan hanya anggota keluarganya sendiri
yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan
tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu
persekutuan.

(2) Perusahaan Kecil Perorangan yang dimaksud dalam huruf b
ayat (1) pasal ini selanjutnya diatur oleh Menten dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan  yang
berlaku.

Pasal 7

Perusahaan yang wajib didaftar dalam Daftar Ferusahasn
adalah setiap perusahaan yang berkedudukan  dan
menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia
menurut ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang
beriaku, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor
pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari
perusahaan itu yang mempunyal wewenang untuk
mengadakan perjanjian. .

Pasal 8

Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-
undang ini berbentuk:

Badan Hukum, termasuk didalamnya Koperasi,
Persekutuan;

Perorangan,;

Perusahaan lainnya di luar yang tersebut pada hiuruf- hiuruf
a, b, dan ¢ pasal ini.

apow

BAB IV
CARA DAN TEMPAT SERTA WAKTU
PENDAFTARAN
Pasal 9
{1] Pendaftaran dilakukan dsngan cara mengisi  formulic

pendaftaran yang ditetapkan oleh Menteri pada kantor
tempal pendaftaran perusahaan

w
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(2) Penyerahan formulir pendaftaran dilakukan pada kantor
pendaftaran perusahaan, yaitu!

a. di tempat kedudukan kantor perusahaan;

b. di tempat kedudukan setiap kantor cabang, kantor
pembantu perusahaan atau kantor anak perusahaan;

c. di tempat kedudukan setiap kantor agen dan perwakilan
perusahaan yang mempunyai wewenang untuk
mengadakan perjanjian.

(3) Dalam hal suatu perusahaan tidak dapat didaftarkan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal i,
pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan
di lbukota Propinsi tempat kedudukannya,

Pasal 10

Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya.

BAB V
HAL-HAL YANG WAJIB DIDAFTARKAN
Pasal 11
(1) Apabila perusahaan berbentuk Persercaan Terbatas, selain

memenuhi  ketentuan  perundang-undangan  tentang
Perseroan Terbatas, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah

a 1. nama perseroan,
2. merek perusahaan

10

b. 1. tanggal pendirian perseroar,
2 jangka wakiu berdinnya perseroan.

¢ 1. kegiatan pokok dan lain-lain  kegiatan usaha
perseroan;
2. izin-izin usaha yang dimilikl.

d. 1. alamat perusahaan pada waktu perserocan didirikan
dan seliap perubshannya,
2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan
agen serta perwakilan perseroan

e. berkenaan dengan seliap pengurus dan komisars;

1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;

2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan
huruf e anaka 1,

3. nomor dan tanggal tanda bukti diri;

4. alamat tempat tingoal yang tetap;

5. alamat dan negara tempat tinggal yang tetep apabila
tidak bertempat tinggal tetap di wilayah MNegara
Republix Indonesia;

6. tempat dan tanggal lahir,

negara tempat |ahir apabila dilahirkan di luar wilaysh
Negara Republik Indonesia;

B, kewargangeraan pada saat pendaftaran;

8. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan

dengan huruf e angka 8;

10 tanda tangan;
11.tanggal mulai menduduki jabatan,

==

11
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12

g.

lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan
komisaris,

1. modal dasar,

2. banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham,
3 besamya modal yang ditempatkan;

4 pesamya modal yang disetor,

1. tanggal dimulainya kegiatan usaha;
2. tanggal dan nomor pengesahan badan hukum;
3. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.

Apabila telah diterbitkan saham atas nama yang lelah
maupun belum disetor secara penuh, disamping :m_-J.m_
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, juga wajib
didafarkan hal-hal mengenai setiap pemilik pemegang

1

g

o B W

saham-saham itu, yaitu:

nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;

setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan ayat
{2) angka 1,

nomor dan tanggal tanda bukti din,

alamat tempat tinggal yang tetap;

alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila
tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik
Indonesia,

tempat dan tanggal lahir; .

negara tempat lehir apabila dilahirkan di luar wilayah
MNegara Republik Indonesia;

kewargangeraan, .
setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan
dengan ayal (2) angka E;

10. jumiah saham yang dimiliki;
11 jumlah uang yang disetorkan atas setiap saham

(3) Pada wakiu pendaftaran wajib diserahkan salinan resmi
akta pendirian

(4) Hal-hal yang wajib didaftarkan, khusus bagi Persercan
Terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat
dengan perantaraan pasar modal, diatur lebih lanjut oleh
Menteri.

Pasal 12

(1) Apabila perusahaan berbentuk Koperasi, hal-hal yang wajib
didaftarkan adalah

a.

m a0 oo

1. nama koperasi;

2 nama perusahaan apabila berlainan dengan huruf a2
angka 1,

3. merek perusahaan

tanggal pendiriarn;
kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha;
alamat perusahaan berdasarkan akta pendirian,

berkenaan dengan seliap pengurus dan anggota badan

pemeriksa,

1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya,

2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan
huruf & angka 1;

3. nomor dan tanda bukti diri;

4. alamat tempal tinggal yang tetap.

13
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g-

5. tanda langan;
6 tanggal mulai menduduki jabatan.

lain-lain kegiatan usana dari sefiap pengurus dan
anggota badan pemeriksa,

1. tanggal dimulainya kegiatan usaha;
2 tanggal pengajuan permintaan pendafiaran.

(2) Pada waktu pendaftaran juga wajib diserahkan mm_.im_..
resmi akta pendirian koperasi yang disahkan sera m.&_nmn
surat pengesahan dari pejabat yang berwenang untulk itu,

Pasal 13

(1) Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Kemanditer,
hal-hal yang wajib didaftarkan adalah

14

a

tanggal pendirian dan Jangka waklu berdirinya
persekutuan;

1. nama persekutuan dan atau nama perusahaan,
Z merek perusahaan,

1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha
persekutuan,

2. jzin-izin usaha yang dimiliki,

1 alamat kedudukan persekutuan dan atau alamat

perusahaan;
2 alamat setiap kantor cabang, kantor pembaniu, dan
agen serta perwakilan persekutuan,

jumiah sekutu yang diperinci dalam jumiah sekutu aktif
dan jumlah sekutu pasip,

-

f. berkenaan dengan setiap sekutu aktip dan pasip;
1. nama lengkap dan setiap alias-zliasnya,
2 setiap” namanya dahulu apsbila berlainan dengan
huruf f angka 1;
3. nomor dan tanggal tanda bukti diri,
_ 4. alamat tempat lingaal yang tetap;
. 5 alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila
tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara
Republik Indonesia;
tempat dan tanggal lahir;
negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah
Negara Republik Indonesia,
8. kewarganegaraan pada saat pendafiaran;
9. s=etiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan
dengan huruf f angka 8,

g

g. lain-lain kegiatan usaha dan sefiap sekutu akltip dan
pasip;

h. besar dan atau nilai barang yang disetorkan olenh setiap
sekutu aktip dan pasip,

i. 1.tanggal dimulainya kegiatan persekutuan,
2 tanggal masuknya setiap sekutu aklip dan pasip yang
baru bila terjadi setelah didirikan persekutuan
3. tanggal pengajuan permintaan pendafiaran,

|. tanda tangan dar setiap sekutu aklip yang berwenang
menanda tangani uriuk keperluan persekuluan, :

(2) Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer
atas saham selain hal-hal sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) pasal i, juga wajib didaftarkan hal-hal mengenai
modal yaitu

15
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besarnya modal komanditer;

banyaknya saham dan besarnya masing-masing saham,
besarnya modal yang ditermpatkan;

besarmya modal yang disetor.

(3) Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi
akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
untuk itu.

Pasal 14

(1) Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Firma, hal-hal
yang wajib didaftarkan adalah

16

a.

tanggal pendirian persekutuan; :
. jangka waktu berdirinya persekutuan apabila ada;

nama persekutuan atau nama perusahaan,
. merek perusahaan apabila ada;

=4 A AT b

Kegiatan pokok dan laindain  kegiatan usaha
persekutuan,
2. izin-izin usaha yang dimiliki;

1. alamat kedudukan persekutuan,
2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan
agen serta perwakilan persekutuan,

berkenaan dengan setiap sekuty,

1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya,

2. seliap namanya dahulu apabila berlainan dengan
huruf e angka 1,

3. nomar dan tanggal tanda bukti diri;

4 alamat tempat tinggal yang tetap,

.

5 alamat dan negara lempat tinggal yang tetap apablla
tidak tinggal tetap di wilayah Negara Republik
Indonesia;

6 tempat dan tanggal |ahir;

7. negara tempat Iahir apabila dilahirkan di luar wilayah
Negara Republik Indonesia,

8. kewargangeraan pada saat pendattaran,

9 seliap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan
dengan huruf a angka B;

f. lain-lain kegiatan usaha dari setiap sekutu;
g. jumiah modal (tetap) persekutuan;

h. 1. tangegal dimulainya kegiatan persekutuan;
2. tanggal masuknya seliap sekutu yang baru yang
terjadi setelah didirikan persekutuan;
3. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran:

i tanda tangan dari setiap sekulu (yang berwenang
menanda tangani untuk keperluan persekituan),

(2) Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Firma memiliki
akta pendirian, pada waktu pendaftaran wajib diserahkan
salinan-salinan resmi akta pendinan yang disahkan oleh
pejabat yang berwenang untuk itu

Pasal 15

(1) Apabila perusahaan berbentuk percrangan hal-hal yang
waljib didaftarkan adalah:

a. 1. nama lengkap _umz__m_ﬂ.ma_._ pengusaha dan setiap
alias-aliasnya;

17
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2 setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan
twruf & angka 1,
3. nomor dan tanggal tanda bukii diri,

1. alamat tempat tinggal yang tetap,

5 alamat dan negara tempat tinggal yang tetap, apabila
tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara
Republik Indonesia;

e

. tempat dan tanggal lahir pemilik atau pengusaha;
2. pegara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah
Negara Republik Indonesia;

1 kewargangeraan pemilik atau pengusaha pada saal
pendaftaran,

2. setiap kewarganegaraan pemilik atau pengusaha
dahulu apabila berlainan dengan huruf d angka 1,

nama perusahaan dan merek perusahaan apabila ada,

1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha;
2. izin-izin usaha yang dimiliky,

1 alamat kedudukan perusahaan;
2 alamat setiap kantor cabang, kantar nmavm:_:. dan
agen serta perwakilan perusahaan apabila ada;

jumian modal letap perusahaan apabila ads,

1_tanggal dimulai kegiatan perusahaan;
2 tanggal pengajuan permintaan pendaftaran,

(2) Apabila perusahaan berbentuk usaha perorangan memiliki

akla

18

pendirian, pada  wakiu mendaftarkan  wajib

-

menyerahkan salinan-salinan resmi skta pendirian yang
disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk jtu.

Pasal 16

(1) Apabila perusahaan berbentuk ussha lainnya di luar

_ daripada sebagaimana dimaksud dalam Paszal-pasal 11, 12,
13, 14, dan 15 Undang-undang ini, hal-hal yang wajib

4

b.

didaftarkan adalah;

nama dan merek perusahaan;
tanggal pendirian perusahaan,

dan

1. kegiatan pokok usaha

perusanaan;
2. izin-izin usaha yang dimiliki;

lain-lain  kegiatan

1. alamat perusahaan berdasarkan akla pendinan;
2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan
agen serla perwakilan perusahaan,

berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris atau

pengawas;

1. nama lengkap dan setizp alias-aliasnya;

2. setiap namanya dshulu apabila berlainan dengan
huruf e angka 1,

3. nomor dan tanggal tanda bukti dir,

4 alamat tempat tinggal yang tetap;

5. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap, apabila
tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik
Indonesia;

6, tempat dantanggal Iahir;

7 negara tempat lzhir apabila dilahirkan di luar wilayah
Republik Indanesia:

i
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8. kewarganegaraan pada saat pendaftaran, _
g, setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan
dengan huruf e angka 8,
10.tanda tangan; =
11.tanggal mulai menduduki jabatan;
f lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan
komisaris atau pengawas;
g 1. modal dasar, .
2 besamya modal yang ditempatkan,
3. besamya modal yang disetorkan;

h. 1. tanggal dimulainya kegiatan perusahaan;
2. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.

(2) Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi
akta pendirian dan laindain surat pernyataan sera
pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Pasal 17

Hal-hal lain yang wajib didaftarkan sepanjang belum diatur
dalam Pasal-pasal 11, 12, 13, 14, 15. dan 16 Undang-undang

ini diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB Vi1
PENYELENGGARAAN DAFTAR PERUSAHAAN
Pasal 18

Menteri bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Daftar
Perusahaar.

20

Pasal 19

Menteri menetapkan tempat-tempat kedudukan dan susunan
kanlor-kantor pendaftaran perusshaan sera fiala cara
penyelenggaraan Daftar Perusahaan.

Pasal 20 -

Dalam jangka wakiu 3 (tiga) bulan seteiah menerima formulir
pendaftaran yang telah diisi, pejabat yang berwenang dari
kantor pendaftaran perusshaan menetapkan pengesahan atau
penolakan, 7

Pasal 21

(1) Apabila pejabal yang berwenang dar kantor pendaflaran
perusahaan mengetshui  bshwa pendaftaran  aleh
pengusaha yang bersangkutan telah dilakukan secara tidak
sah atau secara lidak lengkap atau secara tidak benar atau
bertentangan dengan ketertiban umum atau  dengan
kesulitan, pejabat tersebut dapal menolak pendafiaran
dengan menyebutkan alasan-alasannya dan memberikan
kesempatan kepada pengusaha yang bersangkutan untuk
mengadakan pembetulan atau pendaftaran ulang.

(2) Pihak yang ditolak pendafiarannya dapat mengajukan
keberatannya kepada Menten

Pasal 22

Kepada Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya
dalam daftar Perusahaan diberikan Tanda Daftar Perusahaan

21
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yang berlaku untuk jangka waktu 5 _”__E_m“_ tahun m.m_mx tanggal
dikeluarkannya dan yang wajib diperbaharui  sekurang-
kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berlakunya berakhir.

Pasal 23

Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang, mmzm:mmmm
berkewajiban untuk mengajukan permintaan tertulis kepada
kantor  pendaftaran  perusahaan untuk _...ﬁanmmn“mr
penggantinya dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
setelah kehilangan itu.

Pasal 24
Ketentuan-ketentuan  lebih  lanjut mengenai  hal-hal

sabagaimana dimaksud dalam _ummm_-nm.mm_ 20, 21, dan 22
Undang-undang ini ditetapkan oleh Menter.

BAB VI
PERUBAHAN DAN PENGHAPUSAN
Pasal 25

(1) Setiap  perubahan atas halkhal yang Qn...m.wm}m:
sebagaimana diatur dalam Bab V Undang-undang ini, wajib
dilaporkan pada kantor tempat pendaftaran perusahaan
oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang _“_.m_.m.mzmrcﬁm:
dengan menyebutkan alasan perubahan disertal tangaal

22

perubahan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadi
perubahan itu,

" (2) Apabila terjadi pengalihan pemilikan atau pengurusan atas

perusahaan atau kantor cabang, kantor pembantu, agen
dan perwsakilannya, pemilik atau pengurus baru maupun

pemilik atau pengurus  lama  berkewajiban  untuk
melaporkannya.

(2] Apabila terjadi pembubaran perusshaan atau kantor
cabang, kantor pembantu atau perwakilannya, pemilik atau

pengurus  maupun  likwidatur  berkewsjiban  untuk
melaporkannya.

(4) Apabila terjadi pencabutan kemball kuasa kepada seorang
agen, pemilik atau pengurus perusshaan berkewajiban
untuk melaporkannya.

(5) Pada waktu melaporkan wajib diserahkan salinan akia
perubahan atau surat pernyatzan yang disahkan oleh
pejabat yang berwenang untuk itu.

Pasal 26

(1) Daftar Perusahaan hapus apabila terjadi hal-hal sebagai
berikut:

a perusahaan yang bersangkutan menghentikan segala
kegiatan usahanya:

23
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b perusahaan yang bersangkutan berhenti pada waktu
akta pendiriannya kadaluwarsa

c. perusahaan yang bersangkutan dihentikan segala
kegiatan wusahanya berdasarkan suaty putusan
Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan
hukum yang tetap.

(2) Hal-hal yang menyebabkan hapusnya Daftar Perusahaan
wajib dilaporkan oleh pemilik atau pengurus perusahaan
dengan cara sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam .mmv
IV Undang-undng ini dan dengan menyerahkan salinan
dokumen-dokumen yang bersangkutan yang disahkan oleh
pejabat yang berwenang untuk itu

(3) Kantor tempat pendaftaran perusahaan melakukan
pengumuman atas hapusnya Daftar Perusahaan.

(4) Cara-cara pengumuman ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

BAE VI
PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN
Pasal 27
(1) Setiap pihak ketiga yang berkepentingan _amvmﬁ mengajukan
keberatan secara tertulis kepada Menteri atas hal-hal yang

didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan menyebutkan
alasan-alasannya

24

P S

(2) Pengajuan keberatan oleh setiap pihak ketiga yang
berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
pasal ini diberitahukan kepada pengusaha yang
bersangkutan dan kantor pendaftaran perusahzan.

Pasal 28

(1) Dalam hal perusahaan yang telsh terdaftar temyata
menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin
usahanya, pejabat kantor pendaflaran perusahaan setelah
memberikan peringatannya dapat membatalkan .
pendaftarannya dan mewajibkan pengusaha tersebut untuk
melakukan pendaftaran ulang

(2) Pengusaha yang fidak puas dengan pembatalan
sebagaimana ‘dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat
mengajukan keberatannya kepada Menteri dengan
menyebutkan alasan-alasannya.

Pasal 29

(1) Menteri dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal-
pasal 21, 27 dan 28 Undang-undang ini memberikan
putusan setelah menugaskan pejabat yang berwenang

melakukan pemanggilan dan mendengar para pihak yang
bersangkutan,

(2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
nmmm_ il oleh pejabat yang berwenang tersebut
diberitahukan kepada perusahaan secara tertulis

25
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(3) Terhadap keputusan Menteri sebagaimana tersebut dalam

ayat (2) pasal ini pengusaha dapat mengajukan

keberatannya kepada Pengadilan MNegeri,

(4) Putusan Pengadilan Neger| sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) pasal ini apabila telah mempunyal kekuatan hukum
yang tetap terhadap pinak yang mengajukan keberatan,
oleh Panitera Pengadilan Neger, putusan tersebut
diberitahukan kepada kantor pendaftaran perusahaan
secara tertulis.

BAB IX
BIAYA-BIAYA
Pasal 30

Setiap perusahaan yang didaftarkan u_xm:.mrm: biaya
administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Menteri

Pasal 31

Besarnya biaya administrasi untuk memperoleh salinan atau
petikan resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-
undang ini ditetapkan oleh Menten.
BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 32

(1) Barang siapa yang menurut Undang-undang ini dan atau
peraturan  pelaksanaannya diwajibkan  mendaftarkan

26

perusahaannya dalam Daftar Perusahsan yang dengan
sengaja atau karena kelalaiannya tdak memenuhi
kewsajibannya diancam dengan pidana penjara selama-
lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinagi-lingginya
Pn 2 000 000, - (tiga juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal
ini merupakan kejahatan.

Pasal 33

(1) Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan
pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar
Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-
lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya
Rp 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah).

(2) Tindak pidana tersebut dalam ayat (1) pasal ini merupakan
pelanggaran.

Pasal 34

(1) Barang siapa tidak memenuhi kewajibannya menurul
Undang-undang ini dan atau peraluran-peraturan
pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak untuk
menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan
atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam
Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan
selama-lamanya 2 (dua) bulan atsu pidana denda setingg!-
tingginya Rp 1.000.000.- (salu juta rupiah).

27
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(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal
ini merupakan pelanggaran.

Pasal 35

(1) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal-
pasal 32, 33 dan 34 Undang-undang ini dilakukan cleh
suatu badan hukum, penuntutan pidana dikenakan dan
pidana dijatuhkan terhadap pengurus atau pemegang kuasa
dan badan hukum itu,

(2) Ketentuan ayat (1) pasal ini diperlakukan sama terhadap
badan hukum yang bertindak sebagai atau pemegang
kuasa dari suatu badan hukum lain.

BAB XI
PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN
Pasal 36
(1) Selain dari pegawai penyidik umum, kepada pegawal
Instansi Pemerintah yang ditugasi untuk melakukan
pengawasan atas Wajib Daftar Perusahaan diber juga
wewenang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran

terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan
peraturan pelaksanaannya.

(2} Penyidikan dilakukan menurut tata cara yang ditentukan
oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku

2B

BAB XlI
ATURAN PERALIHAN
Pasal 37

(1) Perusahaan-perusahaan yang telah memiliki i